
 
 
 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN VI 

DAFTAR INVENTARISASI  

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

DAFTAR INVENTARISASI PERATURAN MENTERI PERTAHANAN 
 

NO. JENIS/NOMOR/TAHUN TENTANG 
 

1 2 3 

62. Permenhan 04/2010 
Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian 
Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia  

63. Permenhan 06/2010 
Penyelenggaraan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat 
Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan  

64. Permenhan 07/2010  
Pedoman Perizinan, Pengawasan, Dan Pengendalian 
Senjata Api Standar Militer Di Lingkungan Kementerian 
Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia 

65. Permenhan 08/2010 Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” 

66. Permenhan 09/2010 Kebijakan Perencanaan Pertahanan Negara Tahun 2011  

67. Permenhan 10/2010 
Tunjangan Operasi Pengamanan Bagi Prajurit TNI Dan 
PNS yang Bertugas Dalam Operasi Pengamanan Pada 
Pulau-Pulau Kecil Terluar Dan Wilayah Perbatasan 

68. Permenhan 11/2010 
Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dokter Dan Angka 
Kreditnya Bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian 
Pertahanan  

69. Permenhan 12/2010  
Organisasi Dan Tata Kerja Komite Kebijakan Industri 
Pertahanan 

70. Permenhan 13/2010  
Pedoman Pelaksanaan Inspassing Jabatan Fungsional 
Kataloger Dan Angka Kreditnya 

71. Permenhan 14/2010 
Pedoman Pelaksanaan Jabatan Fungsional Kataloger 
Dan Angka Kreditnya 

73. Permenhan 16/2010 Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan 

74. Permenhan 17/2010 
Kebijakan Pertahanan Negara Mengenai Tugas Tentara 
Nasional Indonesia Dalam Penanganan Terorisme 

75. Permenhan 18/2010 
Logo, Cap Dinas, Dan Kop Surat Universitas Pertahanan 
Negara 

76. Permenhan 19/2010 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 
39 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pemberian Santunan 
Dan Tunjangan Cacat Prajurit Tentara Nasional 
Indonesia 

77. Permenhan 20/2010 Struktur Program Dan Anggaran Pertahanan negara 

78. Permenhan 21/2010 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan 
Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional 
Indonesia 

79. Permenhan 22/2010 
Hukuman Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil 
Kementerian Pertahanan 

80. Permenhan 23/2010 
Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian 
Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia 

81. Permenhan 25/2010 

Perawatan Dan Pemakaman Jenazah Prajurit Tentara 
Nasional Indonesia/Purnawirawan Dan Pegawai Negeri 
Sipil/Wredatama Di Lingkungan Kementerian Pertahanan 
Dan Tentara Nasional Indonesia. 

82. Permenhan 26/2010 
Pola Karier Pegawai Negeri Sipil Kementerian 
Pertahanan 

83. Permenhan 29/2010 
Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional 
Arsiparis Kementerian Pertahanan 

84. Permenhan 30/2010  
Pedoman Kearsipan Di Lingkungan Kementerian 
Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia 
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85. Permenhan 01/2011 
Susunan Dan Tata Kerja jabatan Fungsional Tertentu 
Dan Fungsional Umum Kementerian Pertahanan 

86. Permenhan 02/2011 
Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah Di Lingkungan Kementerian 
Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia 

87. Permenhan 03/2011 
Pembinaan Rumah Negara Tipe Rumah Susun Di 
Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara 
Nasional Indonesia 

88. Permenhan 04/2011 
Penilaian Kompetensi Individu Pegawai Di Lingkungan 
Kementerian Pertahanan  

89. Permenhan 05/2011 
Kebijakan Pertahanan Negara Tentang Tugas Tentara 
Nasional Dalam Mengatasi Gerakan Separatisme 

90. Permenhan 06/2011 
Muhibah KRI Yos Sudarso (353) Dan KRI Abdul Halim 
Perdanakusuma (355) Ke Srilanka Dan Oman 

91. Permenhan 09/2011  
Pokok-Pokok Penyelenggaraan Tugas Bantuan Tentara 
Nasional Indonesia Dalam Menanggulangi Bencana 
Alam 

92. Permenhan 10/2011 
Muhibah NKRI Banjarmasin (592) Duta Samudera I Ke 
Teluk Somalia  

93. Permenhan 11/2011  
Pedoman Pembiayaan Kegiatan Penelitian Dan 
Pengembangan Di Balitbang Kemhan 

94. Permenhan 12/2011  
Evaluasi Dan Pengkajian Pelaksanaan Administrasi 
Prajurit Tentara Nasional Indonesia 

95. Permenhan 13/2011 

Pengembalian Nilai Tunai Iuran Dana Pensiun Bagi 
Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian 
Negara Republik Indonesia Dan Pegawai Negeri Sipil 
Kementerian Pertahanan Republik Indonesia/Kepolisian 
Negara Republik Indonesia Yang Diberhentikan Tanpa 
Hak Pensiun, Tunjangan Bersifat Pensiun, Tunjangan, 
Atau Pesangon  

96. Permenhan 14/2011 
Standar Layanan Informasi Pertahanan Di Lingkungan 
Kementerian Pertahanan 

97. Permenhan 15/2011  
Satuan Tugas Kompi Zeni Kontingen Garuda XXXII-
A/Minustah Dalam Misi Perdamaian Perserikatan 
Bangsa-Bangsa Di Haiti  

98. Permenhan 16/2011 
Pengawasan Kinerja Di Lingkungan Kementerian 
Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia  

99. Permenhan 17/2011  
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Di 
Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara 
Nasional Indonesia  

100. Permenhan 18/2011 
Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis Kementerian 
Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia  

101.  Permenhan 19/2011 Kebijakan Perencanaan Pertahanan Negara Tahun 2012 

102.  Permenhan 20/2011 Rencana Kerja Pertahanan Negara tahun 2012 

103.  Permenhan 21/2011  
Pembinaan dan Penyelenggaraan Persandian 
Pertahanan 

104.  Permenhan 22/2011 
Hari dan Jam Kerja Di Kementerian Pertahanan Dan 
Tentara Nasional Indonesia 

105.  Permenhan 23/2011 
Pedoman Penyusunan Analisis Beban Kerja Di 
Lingkungan Kementerian Pertahanan  

106.  Permenhan 24/2011  Struktur Program Dan Anggaran Pertahanan Negara 

107.  Permenhan 25/2011  
Sistem Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Kementerian 
Pertahanan Dan TNI 
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108.  Permenhan 26/2011 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 
Per/08/M/VII/2006 

109. Permenhan 27/2011 
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur 
Administrasi Pemerintahan Di Lingkungan Kementerian 
Pertahanan 

110. Permenhan 28/2011 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Fasilitas 
Kesehatan Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan 
Tentara Nasional Indonesia  

111.  Permenhan 29/2011 
Pedoman Penetapan Indikator Kinerja Utama Di 
Lingkungan Kementerian Pertahanan 

112.  Permenhan 30/2011 Kebijakan Misi Pemeliharaan Perdamaian 

113.  Permenhan 31/2011 

Ketentuan Tugas Belajar Di Perguruan Tinggi Di Luar 
Lembaga Pendidikan Kementerian Pertahanan dan 
Tentara Nasional Indonesia Bagi Anggota Tentara 
Nasional Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil 

114. Permenhan 32/2011 
Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian 
Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia  

115.  Permenhan 33/2011 
Pedoman Pembentukan Dan Pembiayaan Kelompok 
Kerja Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan 
Tentara Nasional Indonesia 

116.  Permenhan 37/2011  

Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi 
Pejabat Negara, Pegawai Negeri Dan Pegawai Tidak 
Tetap Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan 
Tentara Nasional Indonesia 

117.  Permenhan 38/2011 Kebijakan Sistem Informasi Pertahanan Negara 

118.  Permenhan 39/2011 
Penelitian dan Pengembangan Bidang  Pertahanan Di 
Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara 
Nasional Indonesia  

119.  Permenhan 40/2011  Kebijakan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan 

120. Permenhan 01/2012 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 
10 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyelesaian 
Administrasi Dana Kehormatan Veteran Republik 
Indonesia 

121. Permenhan 02/2012 
 Organisasi Dan Tata Kerja Tim Konsultasi Pencegahan 
Penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa Kementerian 
Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia 

122.  Permenhan 03/2012 
Susunan Dan Tata Kerja Jabatan Fungsional Tertentu 
Dan Fungsional Umum Unit Pelaksana Teknis Rumah 
Sakit dr. Suyoto Kementerian Pertahanan 

123.   Permenhan 04/2012 Pedoman Administrasi Umum Kementerian Pertahanan 

124.  Permenhan 05/2012 
Pedoman Penyusutan Arsip Kementerian Pertahanan 
Dan Tentara Nasional Indonesia 

125.  Permenhan 06/2012 
Tata Kerja Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi Pegawai 
Negeri Sipil Kementerian Pertahanan 

126. Permenhan 07/2012 
Pedoman Penyelenggaraan Tuntutan Perbendaharaan 
Dan Tuntutan Ganti Rugi Di Lingkungan Kementerian 
Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia 

127. Permenhan 08/2012 
Kaji Ulang Strategi Pertahanan (Starategic Defence 
Review) 2011 

128. Permenhan 09/2012 
Pemberian Dan Pemotongan Tunjangan Kinerja Kepada 
Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pertahanan 
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129. Permenhan 11/2012  

Pencabutan Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan 
Nomor: KEP/012/VIII/1988 Tentang Penetapan 
Komando Daerah Militer Sebagai Penyelenggara Tugas 
Dan Fungsi Dephankam Di Daerah Dan Surat 
Keputusan Nomor: SKEP/1357/VIII/1988 Tentang 
Pokok-Pokok Mekanisme Pelaksanaan Program Dan 
Anggaran Dalam Rangka Penyelenggaraan Tugas Dan 
Fungsi Dephankam Di Daerah  

130. Permenhan 12/2012 Kedudukan dan Tugas Wakil Menteri Pertahanan 

131. Permenhan 13/2012 
Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern 
Pemerintah Kementerian Pertahanan Dan Tentara 
Nasional Indonesia 

132. Permenhan 14/2012 
Tim Peneliti Pusat Gelar, Tanda Jasa, Dan Tanda 
Kehormatan Bagi Prajurit Dan Pegawai Negeri Sipil 
Kementerian Pertahanan 

133. Permenhan 15/2012 
Tata Cara Laporan Kekuatan Pegawai Negeri Sipil 
Kementerian Pertahanan 

134. Permenhan 16/2012 
Kebijakan Pengintegrasian Komponen Pertahanan 
Negara 

135. Permenhan 18/2012  

Tata cara Pengajuan Hak Atas Penghormatan Dan 
Penerimaan Gelar, Tanda Jasa, Dan Tanda Kehormatan 
Bagi Prajurit Dan Pegawai Negeri Sipil Kementerian 
Pertahanan 

136. Permenhan 19/2012 
Kebijakan Penyelarasan Minimum Essential Force 
Komponen Utama 

137. Permenhan 20/2012 
Mekanisme Koordinasi Bantuan Kesehatan Di 
Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara 
Nasional Indonesia Dalam Penanggulangan Bencana 

138. Permenhan 21/2012 
Persyaratan Pengajuan Usul Gelar, Tanda Jasa, Dan 
Tanda Kehormatan Bagi Prajurit Dan Pegawai Negeri 
Sipil Kementerian Pertahanan 

139. Permenhan 22/2012 Bantuan Hukum Di Lingkungan Kementerian Pertahanan  

140. Permenhan 23/2012 
Standardisasi Pelayanan Administrasi Permohonan 
Gelar, Tanda Jasa, Dan Tanda Kehormatan 

141. Permenhan 24/2012 
Pengelolaan Dana Pemeliharaan Kesehatan Di 
Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara 
Nasional Indonesia 

142. Permenhan 25/2012 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 
37 Tahun 2011 Tentang Biaya Perjalanan Dinas Jabatan 
Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Dan 
Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Kementerian 
Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia 

143. Permenhan 26/2012 
Rencana Strategis Pertahanan Negara Tahun 2010-
2014  

144. Permenhan 27/2012 
Administrasi Penyediaan Prajurit Sukarela Tentara 
Nasional Indonesia 

145. Permenhan 28/2012 Kedudukan Dan Tugas Wakil Menteri Pertahanan  

146. Permenhan 29/2012 
Sistem Akuntansi Instansi Dan Pelaporan Keuangan Di 
Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara 
Nasional Indonesia 
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147. Permenhan 30/2012 
 Layanan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik Di 
Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara 
Nasional Indonesia 

148. Permenhan 31/2012 
Dukungan Administrasi Satuan Tugas Helikopter Mi-17 
Kontingan Garuda Dalam Misi Pemeliharaan perdamaian 
Di Republik Demokratik Kongo 

149. Permenhan 32/2012 
Pembinaan administrasi Pakar Program Magister 
Ketahanan Nasional 

150. Permenhan 33/2012 Rencana Kerja Pertahanan Negara Tahun 2013 

151. Permenhan 34/2012 
Tataran Wewenang Bidang Administrasi Kepegawaian 
Kementerian Pertahanan 

152. Permenhan 35/2012 
Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi Pegawai 
Di Lingkungan Kementerian Pertahanan 

153. Permenhan 36/2012 
Pedoman Dan Tata Cara Perizinan, Pembinaan, 
Pengembangan, Pengawasan, Dan Pengendalian 
Industri Bahan Peledak 

154. Permenhan 37/2012 Sistem Program Dan Anggaran Pertahanan Negara 

155. Permenhan 38/2012  Sistem Perencanaan Pembangunan Pertahanan Negara 

156. Permenhan 40/2012 
Penugasan Dan Perizinan Ke Luar Negeri Di Lingkungan 
Kementerian Pertahanan 

157. Permenhan 41/2012 
Pemberian Beasiswa  Kepada Taruna/Taruni Akademi 
Tentara Nasional Indonesia Untuk Mengikuti Pendidikan 
Akademi Militer Di Luar Negeri 

158. Permenhan 42/2012 
Pemberian Beasiswa  Kepada Taruna/Taruni Akademi 
Tentara Nasional Indonesia Untuk Mengikuti Pendidikan 
Akademi Militer Di Luar Negeri 

159. Permenhan 43/2012 Penggunaan Pakaian Seragam Kementerian Pertahanan 

160. Permenhan 44/2012 
Pedoman Penataan Tatalaksana Kementerian 
Pertahanan 

161. Permenhan 47/2012 
Pedoman Penyusunan  Uraian Jabatan Di Lingkungan 
Kementerian Pertahanan 

162. Permenhan 48/2012 
Pemberian Beasiswa Kepada Taruna/Taruni Akademi 
Tentara Nasional Indonesia Untuk Mengikuti Pendidikan 
Akademi Militer Di Luar  Negeri 

163. Permenhan 49/2012 
Pemberian Beasiswa Kepada Taruna/Taruni Akademi 
Tentara Nasional Indonesia Untuk Mengikuti Pendidikan 
Militer Di Luar Negeri 

164. Permenhan 50/2012 
Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah Di Lingkungan Kementerian 
Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia 

165. Permenhan 52/2012 

Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat 
Negara, Pegawai Negeri Dan Pegawai Tidak Tetap Di 
Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara 
Nasional Indonesia 

166. Permenhan 01/2013 

Biaya Operasional Penyelenggaraan Pembayaran 
Pensiun Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota 
Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri 
Sipil Kementerian Pertahanan Dan Pegawai Negeri Sipil 
Kepolisian Negara Republik Indonesia  

167. Permenhan 02/2013  
Sistem Pelaporan Kekuatan Personel Kementerian 
Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia  

168. Permenhan 03/2013 Pendelegasian Wewenang Penjatuhan  
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169. Permenhan 04/2013 
Pedoman Penyusunan Analisis Jabatan Di Lingkungan 
Kementerian Pertahanan 

170. Permenhan 05/2013 
Daftar Susunan Personel Dan Tata Kerja Universitas 
Pertahanan 

171. Permenhan 06/2013 
Pedoman Penataan Organisasi Dan Tata Kerja 
Kementerian Pertahanan 

172. Permenhan 07/2013 
Pengawasan Dan Pemeriksaan Di Lingkungan 
Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional 
Indonesia 

173. Permenhan 08/2013 
Badan Pertimbangan Jabatan Dan Kepangkatan Tingkat 
Kementerian Pertahanan 

174. Permenhan 09/2013 
Penerapan Hukum Humaniter Dan Hukum Hak Asasi 
Manusia Dalam Penyelenggaraan Pertahanan Negara 

175. Permenhan 10/2013 Penghasilan Prajurit Siswa 

176. Permenhan 11/2013 
Dukungan Administrasi Satuan Tugas Helikopter Mi-17 
Kontingen Garuda Dalam Misi Pemeliharaan 
Perdamaian Dunia Di Darfur, Sudan 

177. Permenhan 12/2013 
Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian 
Pertahanan 

178. Permenhan 13/2013 
Standardisasi Dukungan Kesehatan Pasukan 
Perdamaian Tentara Nasional Indonesia Di Luar Negeri 

179. Permenhan 14/2013 Besar Manfaat Asuransi Asabri 

180. Permenhan 16/2013 Investasi Iuran Dana Pensiun PT. ASABRI (persero) 

181. Permenhan 17/2013 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 
17 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan 
Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Kementerian 
Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia 

182. Permenhan 18/2013 
Pedoman Penyelenggaraan Hibah Di Lingkungan 
Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional 
Indonesia 

183. Permenhan 19/2013 Rencana Strategis Pertahanan Negara Tahun 2010-2014 

184. Permenhan 20/2013 Pemberian Tanda Penghargaan Dharma Pertahanan 

185. Permenhan 21/2013 Nasihat Hukum Di Lingkungan Kementerian Pertahanan 

186. Permenhan 22/2013 
Satuan Tugas Batalyon Infanteri Tentara Nasional 
Indonesia Kontingen Garuda Dalam Misi Pemeliharaan 
Perdamaian Di Darfur-Sudan 

187. Permenhan 23/2013 
Pengelolaan Iuran Wajib Pegawai Di Lingkungan 
Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional 
Indonesia 

188. Permenhan 24/2013 
Dokter Pendamping Program Internsip Di Lingkungan 
Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional 
Indonesia 

189. Permenhan 25/2013  
Pembayaran Pertama Penghasilan Prajurit Tentara 
Nasional Indonesia 

190. Permenhan 26/2013  Pengamanan Survey dan Pemetaaan Wilayah Nasional  

191. Permenhan 27/2013  
Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara Tahun 
2010-2014 

192. Permenhan 28/2013  Rencana Kerja Pertahanan Negara Tahun 2014 

193. Permenhan 30/2013  
Bantuan Kesehatan Dalam Penanggulangan Bencana di 
Lingkungan Kemhan dan TNI 
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194. Permenhan 31/2013 
Penyelenggaraan Standardisasi Komoditi Militer 
Indonesia di Lingkungan Kemhan dan TNI 

195. Permenhan 32/2013 
Standardisasi Pemisahan dan Penyaluran Bagi Anggota 
TNI 

196. Permenhan 33/2013 
Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan 
Fungsional Tertentu di Lingkungan Kemhan 

197. Permenhan 34/2013 
Penyaluran Prajurit Tentara Nasional Indonesia Yang 
Akan Memasuki Masa Persiapan Pensiun 

198. Permenhan 35/2013 
Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di 
Lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI 

199. Permenhan 36/2013 
Standar Audit Aparat Pengawasan Internal Pemerintah 
di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara 
Nasional Indonesia 

200. Permenhan 37/2013 Pemberian Tanda Penghargaan Bela Negara 

201. Permenhan 38/2013 
Standarisasi Tenaga Kesehatan Preventif di Lingkungan 
Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional 
Indonesia  

202. Permenhan 39/2013 
Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar 
Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian 
Pertahanan 

203. Permenhan 40/2013 
Pedoman Komunikasi Kehumasan di Lingkungan 
Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional 
Indonesia 

204. Permenhan 41/2013 
Pedoman Pengelolaan Komunikasi Krisis di Lingkungan 
Kementerian Pertahanan 

205. Permenhan 42/2013 Penyuluhan Hukum 

206. Permenhan 43/2013 
Pengurusan Dosir Pegawai Negeri Sipil dan Tentara 
Nasional Indonesia di Lingkungan Kementerian 
Pertahanan 

207. Permenhan 44/2013 

Mekanisme dan Prosedur Kepemilikan Rumah Umum 
untuk Prajurit, Pegawai Negeri Sipil, 
Purnawirawan/Warakawuri, dan Wredatama/-
Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 
Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional 
Indonesia 

208. Permenhan 46/2013 
Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerin 
Pertahanan 

209. Permenhan 51/2013 
Jabatan Fungsional Dan Angka Kredit Perawat Pegawai 
Negeri Sipil Kementerian Pertahanan 

210. Permenhan 01/2014 
Rekonsiliasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Dan Tata 
Cara Penyetoran Ke Kas Negara Atas Pengelolaan BMN 
Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan TNI 

211. Permenhan 02/2014 

Kebijakan Pengamanan Presiden Dan Wakil Presiden, 
Mantan Presiden Dan Mantan Wakil Presiden Beserta 
Keluarganya Serta Tamu Negara Setingkat Kepala 
Negara/Kepala Pemerintahan 

212. Permenhan 03/2014 
Ketentuan Mengikuti Pendidikan Strata-2 Dan Strata-3 
Luar Negeri Bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia 
Dan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan 

213. Permenhan 04/2014 
Pokok-Pokok Penyelenggaraan Kodifikasi Materiil 
Sistem Nomor Sediaan Nasional Di Lingkungan 
Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional 
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214. Permenhan 05/2014 
Jabatan Fungsional Dan Angka Kredit Perawat Gigi 
Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan  

215. Permenhan 06/2014  
Jabatan Fungsional Tertentu Pegawai Negeri Sipil 
Kementerian Pertahanan 

216.  Permenhan 07/2014 
Tunjangan Kinerja Kepada Pegawai Negeri Sipil Di 
Lingkungan Kementerian Pertahanan 

217. Permenhan 08/2014 
Penanganan Gugatan Perdata Aset Tanah Dan/Atau 
Bangunan Kementerian Pertahanan Dan Tentara 
Nasional Indonesia  

 
218. 

Permenhan 09/2014 

Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, 
Penghapusan Dan Pemindahtanganan Barang Milik 
Negara Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan 
Tentara Nasional Indonesia 

219. Permenhan 10/2014 
Standardisasi Peralatan Kesehatan Lembaga Farmasi 
Tentara Nasional Indonesia 

220. Permenhan 11/2014 
Standardisasi Peralatan Kesehatan Rumah Sakit Tingkat 
III Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara 
Nasional Indonesia 

221. Permenhan 12/2014 
Pokok-Pokok Pembinaan Materiil Pertahanan Negara 
Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan 
Tentara Nasional Indonesia 

222. Permenhan 13/2014 Kebijakan Pengamanan Wilayah Perbatasan 

223. Permenhan 14/2014 
Standar Militer Indonesia Alat Komunikasi Dan 
Elektronika Tentara Nasional Indonesia 

224. Permenhan 15/2014 
Pelayanan Kesehatan Di Luar Tanggungan Badan 
Penyelenggaraan Jaminan Sosial 

225.  Permenhan 18/2014 
Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Bidang 
Pertahanan 

226. Permenhan 19/2014 
Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Peraturan 
Perundang-Undangan Di Lingkungan Kementerian 
Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia  

227. Permenhan 20/2014 Sistem Kesehatan Pertahanan Negara 

228. Permenhan 21/2014  
Sistem Pengendalian Program Dan Anggaran 
Pertahanan Negara  

229. Permenhan 22/2014 
Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian 
Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia 

230. Permenhan 23/2014 
Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Kementerian 
Pertahanan 

231. Permenhan 24/2014 
Pedoman Penanganan Gugatan Perkara Tata Usaha 
Negara Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan  
Tentara Nasional Indonesia 
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